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ABSTRAK 
 

Judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Belum Adanya Peraturan Bupati Dari 

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Ende.” Disusun Oleh Muhamad 

Fiqri Suwetty, NIM : 2016 111 011. 

 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis yuridis belum adanya 

aturan Bupati dari Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 tahun 2005 tentang 

pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima di kabupaten ende serta apakah 

secara yuridis Peraturan Daerah Kabupaten ende nomor 3 tahun 2005 tentang pengaturan 

tempat usaha dan pembinaan Pedagang Kaki lima dapat diterapkan di Kabupaten Ende jika 

Peraturan Bupati belum ada. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative, yaitu suatu 

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,maupun doktrin-

doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum 

normative dilakukan untuk menghasilkan argumentasi,teori atau konsep baru dan 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa: Pemerintah Daerah Kabupaten Ende telah 

membuat payung hukum untuk mengatur tempat usaha dan pedagang kaki lima yaitu  

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan Pasar di Kabupaten Ende. 

Pemerintah Kabupaten Ende telah mengeluarkan Peraturan Daerah tersebut dengan tujuan 

mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengurangi kepentingan dan hak ekonomi, 

sosial, budaya serta pelaku pedagang kaki lima itu sendiri. Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah 

Kabupaten Ende Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa “Para pedagang kaki lima dilarang untuk berjualan 

atau berdagang di badan jalan, drainase, emperan toko, trotoar, halte, terminal, tempat parkir 

dan tempat- tempat lain selain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati”. Selanjutnya, 

Pasal 2, 3 dan 9 mengamanatkannya dibentuknya Peraturan Bupati. Namun saat ini Peraturan 

Bupati sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum dibentuk atau dibuat 

oleh Pemerintah Kabupaten Ende sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan 

penegakan hukum dilapangan. kesimpulan dari penelitian ini adalah : Pasal 246 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dengan jelas 

menerangkan tentang atas kuasa Undang-Undang maka Kepala Daerah menetapkan Perkada 

sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Daerah yang ada. Yang terjadi di Wilayah Kota Ende 

justru sebaliknya. Peraturan Daerah tersebut dapat dikatakan tidak dapat diterapkan jika yang 

diundangkan di dalam Peraturan Daerah tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan 

Bupati. Jika peraturan tersebut berjalan tanpa adanya aturan pelaksana dari Peraturan Daerah 

maka akan terjadi kekosongan hukum. 

Kata Kunci : Peraturan Bupati, Peraturan Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Tempat 

Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima 
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ABSTRACT 

 

The thesis title is “Yuridis analysis had not yet provided a regnal rule of ende 

county county for the management of a five-foot merchant and merchant 

builder in Ende county”. Composed by Muhamad Fiqri Suwetty, NIM : 2016 

111 011. 

 

The formulation of the problem in this study is How does a juxie analysis not 

yet show a regent rule of the 2005 ende county regency for the management of a five-

foot dealer and merchant building in ende county and whether ende county by law no. 

3 year 2005 on the management of businesses and five-foot merchants could be 

applied in ende county if the regency hadn’t already existed. 

The method of research used in the in this study is normative, a process where 

by legal rules, principles of law, and legal doctrines are found to answer legal issues 

faced. The study of the normative law is done to produce new arguments, theories or 

cencepts and solve problems faced. 

The study suggests that ende county governments have made a legal umbrella 

for managing businesses and 55-year-old ordinance (ordinance) of the area 

(provision) number 3 of 2005 for the management of businesses and the development 

of street traders in ende district. The government of ende has issued an ordinance of 

the area in order to realize the beauty and order of the city without reducing the 

economic, social, cultural and cultural interests and tradesmen themselves. In article 5 

of ende county's 2005 regregary rule no. 3 regarding the arrangement of businesses 

and the establishment of street hawkermen, drainage, storefronts, sidewalks, shelters, 

terminals, parking and other places apart from the regents' regulations. Futher, 

chapters23, and 9 securethe formof the regents’rue. However, the regent's rule as the 

executional rule of area number 3 year 2005 on the management of businesses and 

the construction of street hawkermen has not been established or created by the state 

government of ende so that it can prevent enforcement of public law enforcement. 

The conclusion of this study is: article 246 verse (1) act number 23 in 2014 on local 

governments has clearly explained on the statute of rights that the head of the region 

sets up as the executional rule of existing tribal laws. Ende is the exact opposite. The 

state ordinance could be said to be unapplicable if the terms of the territory were not 

further explained in the regents' regulations. If the regulation runs without the rules of 

the region it becomes a law vacuum. 

 

Keywords : Regent's rule, 2005 rule number 3 on the management of businesses and 

five-foot merchants 
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